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EDUKASIi pajak, terutama bagi

kaum muda, kian mendesak. Mari kita

beranjak dari data. Data Badan Pusat

Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah

penduduk Indonesia diproyeksikan se-

jumlah 278,8 juta jiwa pada 2023.

Sebanyak 69,13% penduduk Indonesia

berusia produktif, yakni usia 15-64

tahun.

Kaum muda menurut UU Nomor 40

Tahun 2009 tentang Kepemudaan ada-

lah mereka yang berusia 16-30 tahun.

BPS merinci, terdapat 64,16 juta pemu-

da di Indonesia pada 2023. Penduduk

muda ini merupakan 23,18% dari total

penduduk Indonesia.

APBN kita masih sangat tergantung

pada penerimaan pajak dari masyara-

kat. Pada tahun 2023, pemerintah

menargetkan penerimaan pajak sebesar

Rp 1.718 triliun. Penerimaan pajak ini

menyumbang sekitar 70 persen dari to-

tal pendapatan negara dalam APBN

2023 sebesar Rp 2.463 triliun.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak

bagi perekonomian negara membuat kita

perlu ikut memikirkan bagaimana cara

efektif mengadakan edukasi pajak,

khususnya bagi kaum muda usia produk-

tif. Kaum muda perlu mendapatkan

pemahaman yang benar tentang manfaat

pajak melalui edukasi sejak usia dini.

Edukasi pajak

Pajak yang dihimpun dari masyarakat

menjadi penopang utama jalannya

perekonomian negeri kita. Tanpa pajak,

pemerintah tidak dapat membangun

sarana publik dan menggaji pegawai

negeri.

Pendidikan formal di sekolah memang

sudah berupaya menanamkan pema-

haman akan pentingnya pajak di hati

kaum muda. Akan tetapi, pendidikan

kesadaran pajak jalur formal ini perlu

didampingi dengan pendidikan berbasis

keluarga dan komunitas.

Melalui obrolan dan permainan seder-

hana, orangtua dan guru dapat

menanamkan pengertian pajak di hati

anak dan remaja. Orangtua dan pen-

didik bisa mengajak anak ’membayar

pajak’ saat menggunakan fasilitas ter-

tentu. ’Pajak’ itu lantas digunakan un-

tuk merawat sarana atau untuk mem-

bantu sesama. Ini adalah langkah awal

memperkenalkan manfaat pajak sejak

usia dini.

Edukasi pajak juga bertujuan agar

warga masyarakat, khususnya kaum

muda, tidak hanya menjadi ìpenumpang

gratisanî atau free rider. Artinya, hanya

enak-enak saja menggunakan fasilitas

negara, tetapi tidak ikut berkontribusi

melalui pajak bagi pembangunan bang-

sa.

Kreator konten

Edukasi pajak juga perlu menyasar

kreator konten, yang sebagian besar ge-

nerasi muda. Mengapa? Nilai pasar in-

dustri kreator konten di Indonesia bisa

mencapai Rp 4 triliun hingga Rp 7 trili-

un. Nilainya akan meningkat lima kali

lipat pada 2027 (Burhan, 2023). Jumlah

ini signifikan sebagai aset ekonomi ne-

gara.

Besarnya potensi ekonomi sektor kon-

ten kreatif tampak dari pertumbuhan

YouTube di Indonesia. Gautam Anand

menyatakan, lebih dari 600.000 kreator

di Indonesia telah menerima

pendapatan di YouTube.

Sebagian kreator konten

Indonesia juga telah berperan

menyerap tenaga kerja baru

di sektor industri kreatif.

Sesuai aturan, seorang

kreator konten yang berpeng-

hasilan melebihi Rp 4,5 juta

per bulan wajib mendaf-

tarkan diri sebagai wajib pa-

jak. Cara mendaftarkan diri

dan membayar pajak seka-

rang sangat mudah. Bisa juga

secara daring melalui aplikasi

M-Pajak.

Kita patut mengapresiasi

langkah pemerintah melalui

Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) dalam melakukan

edukasi perpajakan pada generasi mu-

da. Saat ini DJP mengembangkan ino-

vasi fitur perpajakan digital. Wajib pajak

dapat melaporkan dan membayar se-

mua pajaknya melalui platform digital

ìDJP Onlineî.

DJP juga sedang mengembangkan

Core Tax Administration System (CTAS)

yang memudahkan automasi proses per-

pajakan (Utami, 2023). Tujuannya agar

masyarakat, termasuk kaum muda, se-

makin mudah mengurus pajak di te-

ngah kesibukan.

Kita berharap, kaum muda semakin

sadar akan pentingnya kontribusi pajak

masyarakat bagi pemerataan pemba-

ngunan di negeri tercinta. Memang be-

nar, akhir-akhir ini tersiar kabar

penyelewengan oknum pegawai pajak.

Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa

negara tidak lagi mampu mengelola pa-

jak dengan baik.

Berkat pajak, aparatur dan lembaga-

lembaga negara dapat bekerja melayani

masyarakat. Karena pajak, jalan dan

aneka fasilitas umum yang kita pakai

bisa dibangun dan dirawat. Jadi, orang

(muda) bijak taat pajak!  ❑-d

*) Dr. Bobby Steven MSF, Biarawan

dan Dosen Fakultas Teologi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

Izin Usaha Pertambangan dan Nahdlatul Ulama

Bobby Steven

SYL beri Rp 1,3 M, Firli bakal diperiksa.

-- Kita tunggu, mengaku atau tidak?

***

Data ibarat tambang, harus dijaga.

-- Rawan dijual ke pihak lain.

***

Dubes Jepang belajar moderasi Islam.

-- Moderasi Islam memang bisa di-

contoh.

Edukasi Pajak Kaum Muda

PEMBERIAN Izin Usaha Per-

tambangan (IUP) untuk ormas, bagi

saya adalah langkah yang baik dari pe-

merintah, dan NU patut mengambil-

nya. Setidaknya ada tiga alasan utama.

Pertama, pertambangan, suka atau ti-

dak suka, akan tetap berjalan dengan

atau tanpa peran ormas. Dunia yang

ideal, memang tidak ada aktivitas pe-

nambangan. Tapi itu jelas irrelevan dan

utopis. Atau jika diharapkan dunia ini

menjajaki energi terbarukan, jelas itu

juga bukan dalam waktu dekat.

Kita belum siap dengan infras-

trukturnya. Maka, masuknya

ormas khususnya NU dalam

dunia pertambangan justru

akan meningkatkan aspek pen-

ting pertambangan, yakni

kepedulian terhadap lingkung-

an dan sosial.

Kedua, potensi sektor tam-

bang ini juga sangat besar,

yakni Rp 65.000T. Ini setara de-

ngan 20 Kali Lipat APBN 2024

yang ada di kisaran Rp 3.325.1

triliun. Ditambah menurut da-

ta, untuk emas total produksi

kita masih bisa bertahan sam-

pai 30 tahun lagi, tembaga kita

100 tahun lagi, timah 11 tahun,

nikel 58 tahun, dan batubara 49

tahun lagi. Apa iya, kita hanya

mau menyerahkan kepada

swasta atau asing? Sementara

ormas sebagai penggerak ju-

taan warga negara hanya menjadi

penonton, atau bahkan terpinggirkan

saja.

Ketiga, secara internal NU perlu

membangun kemandirian ekonomi.

Pola organisasi NU yang sangat desen-

trilistik sejak dulu, membuat hampir

samua aktivitas sosial ekonomi

Jamiyyah telah dilakukan oleh seluruh

komponen NU, bahkan sampai level

anak ranting (tingkat desa/kalurahan),

seperti berupa sekolah, universitas, pe-

santren, rumah sakit, dan hampir

bahkan semua jenis usaha. Model ini

tentu ada sisi positifnya, meskipun

nampak sekali, pada akhirnya NU se-

cara kelembagaan agak lemah secara

ekonomi. Padahal, sebagai organisasi

dengan ratusan juta jemaah, tentu

membutuhkan sumber daya ekonomi

yang mumpuni. Karena itu, diperlukan

unit usaha yang tidak bersinggungan

dengan akar rumput. Dalam pandang-

an saya, tambang adalah salah satu-

nya.

NU Membangun Perusahaan

Tambang Ramah Lingkungan

Apakah perusahaan tambang milik

NU bisa menjadi perusahaan tambang

yang ramah lingkungan dan ber-

dampak sosial yang luas?? Jawabannya

pasti bisa. Dan menurut saya itu tidak-

lah sulit. Mengingat DNA NU memang

merupakan lembaga sosial keagamaan

yang tujuan utamanya memang gerak-

an perubahan ekonomi, sosial, dan ma-

syarakat.

Terlebih, menurut data ESG

Thompson Reuters, saat ini dalam list

perusahaan ESG, yakni perusahaan

yang memenuhi aspek Lingkungan,

Sosial dan Governance, ada beberapa

perusahaan tambang yang masuk di

dalamnya, seperti United Tractor, Bumi

Resources, Bukit Asam, Indo Tambang

Raya, dan Adaro Energi. Perusahaan

tersebut masuk dalam kategori perusa-

haan ESG Index, yang artinya memiliki

kebijakan yang ramah lingkungan, dan

serta berdampak sosial, sejak 2009

sampai dengan 2023.

Beberapa kriteria ESG dalam aspek

lingkungan (Environmental) seperti,

Resources use (efisiensi energi, penggu-

naan air, manajemen lingkungan, peng-

gunaan listrik), emission (emisi karbon,

kebijakan daur ulang sampah, inves-

tasi untuk lingkungan, dll), dan innova-

tion (produk ramah lingkungan, inisi-

atif produk organik dll). Sedang pada

aspek sosial, terdapat beberapa indika-

tor antara lain kebijakan ketenagaker-

jaan (jaminan kesehatan, training, ke-

setaraan gender, dan disabilitas), Hak

Asasi Manusia, Community (donasi,

CSR, dll). Kesemua aspek ini harusnya

lebih mudah dilakukan oleh PT

Tambang yang dikelola oleh NU, kare-

na sesuai dengan DNAorganisasi.

Karena itu, dalam pandangan kami,

kekhawatiran beberapa pihak bahwa

perusahaan tambang milik ormas (NU)

akan bertabrakan dengan norma ling-

kungan, sebenarnya agak berlebihan.

Toh, paling tidak, pengelolaan tambang

bukanlah hal yang diharamkan

asalkan tidak merusak alam, tentu saja

dengan standard tertentu. Karena jika

setiap pemanfaatan sumber daya alam

dianggap merusak alam, seluruh akti-

vitas ekonomi bisa juga terkena dalil

ini.

Akselerasi Gerakan Sosial NU

NU sebagai ormas keagamaan yang

DNA nya adalah gerakan sosial, akan

membuat langkah NU semakin

cepat karena didukung sumber

daya ekonomi yang mumpuni.

Sudah bukan rahasia lagi bah-

wa nasionalisasi pengelolaan

sumber daya ekonomi baik itu

perbankan, atau SDA adalah

cara terbaik memaksimalkan

dampak langsungnya terhadap

masyarakat. Jika perusahaan

itu milik pribadi tentu saja, rak-

yat bisa menikmati melalui la-

pangan kerja, dan pajak. Tetapi

jika perusahaan ini dikelola

oleh negara maka, bahkan laba

bersih pun bisa digunakan un-

tuk kesejahteraan rakyat. NU

sebagai ormas keagamaan

adalah gerakan sosial dengan

jejaring luas dan mengakar

akan membuat dampak lebih

besar untuk masyarakat.

Orang banyak mengkritik

NU terkait tambang karena

soal SDM. Hal ini juga tidak perlu di-

takutkan berlebihan, karena SDM NU

yang memiliki keahlian soal tambang

ini cukup banyak. Dan lagian perlu di-

ingat, bahwa tambang ini dikelola oleh

perusahaan yang profesional, maka

tentu saja bisa merekrut orang-orang

profesional dalam bidang tersebut.

Tetapi tentu saja semua itu butuh

tatakelola yang baik, analisis ke-

layakan bisnis yang baik. Kembalikan

ini pada cara bisnis yang benar, dengan

spirit tujuan sosial. Jika dua hal itu di-

lakukan, harusnya tidak ada yang per-

lu dikhawatirkan secara berlebihan.

Mari kita tunggu saja.  ❑-d

*) Dr. Abdul Qoyum, M.Sc.Fin,

Ketua Lembaga Perekonomian PWNU

DIY.

Abdul QoyumDarurat Judi Online
BERITA mengejutkan dilansir ko-

ran ini, Kamis (27/6) kemarin. Lebih

dari 1.000 orang di lembaga DPR

dan DPRD terlibat judi online atau

daring. Totalnya lebih dari 63.000

transaksi dengan nominal per-

putaran dana hingga Rp 25 miliar.

Bagaimana tidak mengejutkan,

mereka yang terlibat dalam judol ini

adalah orang-orang pilihan yang

dikenal sebagai orang-orang baik,

orang-orang terhormat pilihan ma-

syarakat dan mestinya juga orang-

orang yang bisa menjadi panutan

masyarakat.

Sumber berita ini juga bukan

sembarangan narasumber,  yaitu

Kepala Pusat Pelaporan dan Ana-

lisis Transaksi Keuangan (PPATK),

Ivan Yustiavandana. Jadi meru-

pakan lembaga resmi negara. Info

juga disampaikan di forum resmi,

yaitu dalam rapat kerja (raker) ber-

sama Komisi III DPR di Kompleks

Parlemen Jakarta. Jadi, informasi

yang ditayang koran ini memang

valid dan tidak perlu diragukan.

Tentu kita sangat prihatin dengan

kenyataan ini. Judol ternyata sudah

mewabah, menjangkiti banyak

orang, mulai dari masyarakat awam

sampai kalangan elite. Bahkan

Kepala PPATK mengungkapkan

berbagai kalangan yang sudah ke-

canduan judol, ada pejabat daerah,

pensiunan, profesional lainnya, dok-

ter, wartawan, notaris dan lainnya.

Mungkin saja orang-orang di sekitar

kita juga ada yang bermain judol,

karena kalau sudah asyik masyuk

dengan gadget masing-masing, kita

tidak tahu apa sebenarnya yang

sedang dilakukan.

Motivasi berjudi, termasuk judol,

pasti karena ingin mendapatkan

banyak keuntungan. Ingin kaya atau

lebih kaya lagi. Dengan mengorban-

kan sedikit demi sedikit uang yang

dimiliki, ingin mendapatkan uang

yang banyak. Sedang kalau sudah

kecanduan, akan penasaran

pasang lagi, akan terus pasang lagi

dan pasang lagi, sehingga menjadi

banyak uang yang dikeluarkan.

Kalaupun sesekali menang, itu ha-

nya pancingan dari bandar judi on-

line agar yang bersangkutan tergiur

untuk main terus.

Diungkapkan Kepala PPATK Ivan

Yustiavandana, perkembangan

transaksi terkait judi daring paling

masif terjadi di sekitar 2019, 2020,

2021 dan terus berkembang

hingga tahun 2024. Di kuartal per-

tama saja di tahun ini, PPATK me-

nemukan transaksi sebesar Rp 101

triliun lebih terkait dengan judi on-

line. Jumlah transaksi yang dianali-

sis secara keseluruhan sudah men-

capai 400 juta transaksi di tahun ini,

Sebenarnya, berdasar banyak

cerita dan pengamatan kenyataan,

tidak ada orang yang kaya karena

judi. Mereka yang punya harta

banyak umumnya karena keberha-

silannya dalam berusaha. Sebalik-

nya, orang yang sudah kecanduan

judi, maka kebangkrutan yang

menanti. Berbagai permasalahan

hidup juga akan dihadapi. Kasus

istri yang sampai tega membakar

suami karena gajinya digunakan un-

tuk berjudi online bisa menjadi pela-

jaran bagi kita semua agar tidak

terulang lagi.

Melihat realitas judol yang sudah

menjangkiti banyak kalangan ini

maka bisa dikatakan sekarang ini

sudah pada vase darurat judi online.

Karena itu berbagai pihak berwajib

terkait mesti harus segera bertindak

mengatasi penyakit masyarakat ini.

Terkait dengan keterlibatan judol

para anggota legislatif, tentu harus

segera diproses secara kode etik ke

Mahkamah Kehormatan Dewan

(MKD). Sebab data mereka di

PPATK sudah lengkap. Di sisi lain

secara norma hukum juga bisa dipi-

dana, berdasar

Pasal 303 KUHP. Di pasal un-

dang-undang ITE juga menye-

butkan judi online dan pemainnya

bisa dipidana. Karena itu Satuan

Tugas (Satgas) Pemberantasan

Judi Daring yang dibentuk Presiden

Jokowi dengan Keppres Nomor 21

Tahun 2024 dengan ketua Menko

Polhukam Hadi Tjahjanto, mestinya

sudah mendapat data-data dari

PPATK mestinya segera bertindak.

Agar Satgas Pemberantasan Judi

Daring berjalan baik, tentu saja perlu

dukungan dari kita semua. Untuk itu

mari bersama-sama kita perangi ju-

dol. Selamatkan orang-orang di se-

kitar kita dari berbagai permasalah-

an besar akibat judi.   ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH Kedau-

latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-

nya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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